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RINGKASAN 

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENANDATANGANAN 

AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN SECARA MASSAL 

Oleh : 

Hari Pringgo Yuwono1, Anang Shophan Tornado2 

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 102 Halaman 

 Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam 

mendokumentasikan perbuatan hukum, termasuk dalam transaksi kredit di sektor 

perbankan. Dalam praktiknya, efisiensi operasional lembaga keuangan mendorong 

terjadinya penandatanganan akta perjanjian kredit secara massal, khususnya pada 

jenis kredit konsumtif seperti KPR, KUR, dan KTA. Meskipun memberikan 

keuntungan dari sisi efisiensi waktu dan biaya, praktik ini berpotensi mengabaikan 

prinsip kehati-hatian dan aturan formil pembuatan akta autentik sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). 

Penelitian ini mengkaji dua fokus utama: pertama, apakah praktik 

penandatanganan akta perjanjian kredit secara massal diperbolehkan menurut 

ketentuan UUJN; dan kedua, bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap 

praktik tersebut ditinjau dari aspek hukum administratif, perdata, dan pidana. 

Melalui pendekatan hukum normatif dan konseptual, disimpulkan bahwa praktik 

penandatanganan secara massal diperbolehkan sepanjang tetap memenuhi prinsip 

kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta oleh notaris, serta adanya paraf dan 

tanda tangan sebagai bentuk persetujuan sah. Ketidakhadiran notaris saat para pihak 

menandatangani akta secara massal dapat mengakibatkan akta tersebut kehilangan 

kekuatan autentiknya dan hanya diakui sebagai akta di bawah tangan. 

Tanggung jawab notaris dalam konteks ini meliputi: Administratif, berupa 

sanksi dari Majelis Pengawas jika terbukti lalai; Perdata, bila timbul kerugian bagi 

para pihak akibat akta cacat formil; Pidana, jika terdapat unsur kesengajaan atau 

kelalaian berat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelaksanaan tugas notaris 

secara cermat dan profesional dalam menghadapi tuntutan efisiensi lembaga 

keuangan, sekaligus menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum. Notaris harus 

tetap menjamin keabsahan formil dan substansi akta yang dibuatnya, guna menjaga 

integritas jabatan serta perlindungan hukum terhadap semua pihak. 

 

 

 

 

                                                             
1 NIM 2320213610065 
2 Pembimbing 



 
 

vii 
 
 

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENANDATANGANAN 

AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN SECARA MASSAL 

Oleh : 

Hari Pringgo Yuwono3, Anang Shophan Tornado4 

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 102 Halaman 

ABSTRAK 

Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Akta Perjanjian Kredit, Penandatanganan 

Massal, Kepastian Hukum 

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta 

autentik yang berfungsi memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan 

ketertiban dalam masyarakat. Perkembangan sektor perbankan dan kebutuhan 

efisiensi pelayanan publik menyebabkan praktik penandatanganan akta perjanjian 

kredit secara massal semakin umum dilakukan. Praktik ini menimbulkan 

kompleksitas hukum terkait kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam 

memastikan keabsahan akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis normatif dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, doktrin 

hukum, dan studi pustaka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab yang 

signifikan dalam memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta perjanjian 

kredit meskipun dilakukan secara massal. Tanggung jawab tersebut meliputi 

verifikasi identitas para pihak, pemahaman isi akta, kehadiran fisik penghadap, dan 

pemenuhan formalitas hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris (UUJN). Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 UUJN, praktik 

penandatanganan massal tidak mengurangi kewajiban notaris untuk menjalankan 

fungsi sebagai pejabat publik yang memberikan kepastian hukum. Terdapat potensi 

risiko hukum yang dihadapi notaris dalam praktik penandatanganan massal, 

termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana apabila tidak memenuhi standar 

prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris tetap 

memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, termasuk 

dalam penandatanganan secara massal, serta diperlukan penyempurnaan regulasi 

dan penguatan pengawasan untuk menjamin keseimbangan antara efisiensi 

pelayanan dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. 
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